
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN KEMBANGBAHU
Jalan Raya Kembangbahu Nomor 40 Telepon (0322)322560 Kodepos 62282

E-mail : kembanabahu@Iamongankab.go.id. Website:www.Iamongankab.go.id.

Nomor       :   700/  2`?413.319/2024

Si fat          : Penting

Lampiran  :  1  (satu)

Perihal      :  Laporan       Pengelolaan       Resiko

Tribulan  I Tahun 2024 Kecamatan

Kembangbahu                 Kabupaten

Lamongan

Lamongan,  2`3April  2024

Kepada
Yth.  Bupati Lamongan

di-

LAMONGAN

Disampaikan  dengan  hormat  laporan  Pengelolaan  Risiko  Tribulan  I

Tahun 2024 Kecamatan Kembangbahu  sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

Tembusan  :

Yth.1.   Sckretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2.  Unit Kepatuhan     Resiko     Pemerintah

Daerah Kabupaten Lamongan.

NGBAHU

-SUpT:##a,§+`j?ng|.kay;M.

NIP.197ds691991041001
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN KEMBANGBAHU
Jalan Raya Kembangbahu Nomor 40 Telepon (0322)322560 Kodepos 62282

E-mail : kembangbahu@lamongankab.go.id. Website-.www.Iamongankab.go.id.

NO DOKUMEN

TANGGAL TERBIT 2024

Disiapkan Oleh

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
Kecamatan Kembangbahu,SUDARSIH.A.Md.

Penata Muda Tk. I
NIP.19841025 2010012015

Diperiksa

SEKRETARIS KECAMATAN
r

-KHOIRUNNISWATIN.S.A.P.

Penata Tk. I
-I         80605199303 2007riz~-.1lfriha.fa

Disahkan Oleh

GBAHU/h-suTtk-ed'.'.p..M.M.

E#bina Tingkat I
NIP.197003091991041001
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I.    PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Pengertian    manajemen    risiko    suatu    proses    identifikas,    analisis,

penilaian, pengendalian,  dan  upaya  menghindari,  meminimalisir  atau  bahkan

menghapus   risiko  yang  tidak  dapat  diterima.   Risiko  berhubungan  dengan

pendekatan atau  metodologidalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus
Besar  Bahasa   Indonesia  (KBBl)  arti  kata  risiko  adalah  akibat  yang  kurang

menyenangkan  dari  suatu  tindakan.   Ketidakpastian  ini       berupa   ancaman,

pengembangan   strategi       dan   mitigasi   risiko.       Manajemen  risiko  adalah

suatu   proses   perencanaan,    pengaturan,    pemimpinan,   dan   pengontrolan

aktivitas  sebuah  organisasi.   Penilaian  risiko,   pengembangan  strategi  untuk

mengelolanya         dengan         menggunakan         pemberdayaan/pengelolaan

sumberdaya.  Manajemen  risiko juga dapat  disebut  sebagai  salah  satu  cara

untuk  mengorganisir  suatu  risiko  yang  nantinya  akan dihadapi baik itu sudah

diketahui  aatau  belum  diketahui  yang  tidak terpikirkan  dengan  memindahkan

risiko   kepada   pihak   lain   atau   mengurangi   efek   negatif   dari   risiko   dan

menampung  baik  sebagian  atau  semua  konsekuensi  risiko  dari  beberapa

aktifitas   manusia.   Dimana   proses   manajemen   risiko  yg   meliputi   penilaian

risiko,   pengembangan   strategi   untuk   mengelolanya  dengan   menggunakan

pemberdayaan/pengelolaan  sumberdaya.  0leh  sebab  itu  melalui  manajemen

risiko     diharapkan     ketidakpastian     yang     menimbulkan     kerugian     dapat

diminimalisir atau  bahkan dapat dihilangkan  karena setiap  kegiatan  pasti  ada

risiko yang akan ditimbulkan.

8.   DASAR HUKUM

1.    Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern   Pemerintah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2008

Nomor   127,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor

4890);

2.    Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  Nomor 4  Tahun  2019

tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;

3.    Peraturan      Bupati      Lamongan      Nomor     39      Tahun      2010     tentang

Penyelenggaraan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  di  Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

4.    Peraturan   Bupati   Lamongan   Nomor  37  Tahun  2011   tentang   Pedoman

Teknis    Penyelenggaraan    Sistem    Pengendalian    Intern    Pemerintah    di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

5.    Peraturan   Bupati   Lamongan   Nomor   17  Tahun  2022  tentang   Pedoman

Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
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C.    MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen  risiko  diterapkan  dengan  maksud  untuk  menyediakan  informasi

risiko bagi  organisasi  sehingga organisasi dapat  melakukan  upaya  agar risiko

tersebut  tidak  terjadi  atau   mengurangi  dampaknya.   Penerapan  manajemen

risiko  khususnya  pada  Unit  Pemilik  Risko  Tingkat  Eselon  11  serta  Unit  Pemilik

Risiko Tingkat Eselon 111 dan  lv bertujuan untuk :

a.    Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;

b.    Meningkatkan  kemungkinan  pencapaian  sasaran  strategis  organisasi  dan

peningkatan kinerja ;

c.     Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;

d.    Memberikan    dasar    yang     kuat    bagi     pengambilan     keputusan     dan

perencanaan;
e.    Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;

f.     Meningkatkan ketahanan organisasi ;

9.    Meningkatkan  efektivitas  alokasi  dan  efisiensi  penggunaan  sumber  daya
organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D.    RUANG LINGKUP

Manajemen  risiko  pada  Kecamatan  Kembangbahu      Kabupaten  Lamongan

dilakukan   dengan   ruang   lingkup   dokumen,   sumber   daya   manusia,   dan

lingkungan yang meliputi  :

•   Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;

•    Identifikasi risiko ;

•   Analisis risiko ;

•    Evaluasi risiko ;

•    Pengendalian risiko ;

•   Pemantauan dan telaah ulang ;

•    Koordinasi dan komunikasi.

11.   RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A.   RENCANA KEGIATAN PENGELOLJIAN RISIKO TRIBULAN I

Kecamatan  Kembangbahu     Kabupaten  Lamongan  telah  Menyusun  kegiatan-

kegiatan   pengendalian   terhadap   risiko   yang   direncanakan   pada   periode

triwulan I sebagaimana terlampir :

(lampiran form 9 dari simario)
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NO

Keyi@ian Bentukketede
PemnggunoJawdbPermntauan

Rencan@ Wattu
Reelisasi WdktuPelaksanaan

KetemngdnPengendalian yang Pemant3uan yang Pelaksaman

DibutLihkan Dipefluton Pemuntauan

Risiko Strateyis OPD Kecdmatan Kembdli8hahu:

1

Penvimpanan D3fadidkukansecaraefck#dsnefisien

PchporanBerfuala Camat Ju#. Oesember 2024 Des-24 BeLim Dunsanckan

Rislko Operastonel OPD Kecdmatan kembdnghahu:

1

Penyimpanan Datadifehukansecaraefcktifdanefisien

Petoporan Behiat Camat Juii. Oesember 2024 Des-24 Befum Djfaksanakan



8.   REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Kecamatan   Kembangbahu         Kabupaten   Lamongan      telah   melaksanakan

kegiatan-kegiatan    pengendalian   terhadap   risiko   yang    dilaksanakan    pada

periode  tribulan   I,   yang   telah   dilaksanakan   adalah:   dan   yang   belum

dilaksanakan  adalah

(lampiran, form  10 dari simario)

Ho
ee Risft¢# yan8Itrideftffiast

#nde Risiko
Xejadian Ris#¢

*ttunpr RTP

Renc,n)Pefak#na]8RTP RenifeasiPctatsanaenRTP

Xctmngan
TanggrlTtiedi §ebto Ounpch

Ris&¢ StratE8is ¢P8 Eesmmm konhangbehu :

i

ifermgivREhanftyfroatry
asS£S>as in.48

?apprasBa`5e#3k#fro
Juli. Desdser 38giv,

SI -rfu#contfsen :0:1 Dthstwh

ife&¢ ®peusien3l Om K&camfan Xonhangivahtl:

!

?chy3itaeENthee*an#een3ha#encagiv!thk6eeden§anSgiv

RsS`.no,33tt4S¢t
thh.A TdetSrmenPedyRE

jutl, Srmha2aet 8ggivdlet-

Pqui.Rest*o•"7`.
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111.      HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN
uraian   dan   analisis   hal-hal   yang    menjadi    kendala   atau    hambatan    dalam

pelaksanaan  kegiatan  pengendalian   atau   hal-hal  yang  menyebabkan  terjadinya

gap   antara   rencana   dan   realisasi   kegiatan   pengelolaan   risiko   Kecamatan
Kembangbahu adalah Pelayanan yang di berikan Kecamatan tidak sesuai dengan

standar pelayanan ( Resiko Kepatuhan )

lv.   MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari  hasil  monitoring  atas  pengomunikasian  risiko   dan  RTP,  keterjadian  risiko,

pelaksanaan  RTP  dan  kegiatan  pemantauan  RTP  pada triwulan  I  dan  dari  hasil
monitoring    ini    juga    dapat    dianalisa    bahwa    (diperlukan/belum    diperlukan)

pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V.    PENUTUP

Dari   hasil   pelaksanaan   kegiatan-kegiatan   pengendalian   terhadap   risiko  yang

dilaksanakan    pada    periode    tribulan     I     dapat    simpulan    bahwa    Laporan

Pengelolaan  Resiko sebagai tindak lanjut dari monitoring  pengelolaan risiko pada

periode    ini   sebagai   perbaikan   untuk   penerapan   pengelolaan   risiko   periode

selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan

perbaikan dan melaksanakan sesuai rencana
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